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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dalam pemaparan yang telah diuraikan dalam analisis di atas dapat 

diambil kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Dalam  kasus joko driyono tersebut dapat disimpulkan bahwa para 

pelaku dalam kasus perusakan barang bukti berkaitkan dengan mafia 

bola terdapat implikasi atau akibat hukum bagi pelaku yang tersangkut  

Paut dengan kasus sebelumnya yakni melahirkan tindak pidana baru 

yaitu perusakan barang bukti yang dapat menjerat pelaku dengan pasal 

233 juncto pasal 55 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana,dengan  

yang statusnya tadinya sebagai saksi sekarang menjadi tersangka. 

2. Sedangkan kasus suap wasit asal garut, dalam kasus pengaturan skor 

ketika pertandingan ps persibara melawan ps pasuruan oknum wasit 

menerima suap itu diduga menerima suap sebesar Rp 45 juta untuk 

memenangkan ps persibara dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 1980 tentang tindak pidana suap.dengan adanya penangkapan 

wasit yang terbukti melakukan pengaturan skor ini menjadikan efek 

jera bagi pelaku dan menjadikan per sepakbolaan indonesia menjadi 

lebih maju. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah penulis uraikan pada paragraf di 

atas maka dengan demikian penulis memberikan suatu saran bagi penelitian ini 

diantaranya: 

1. Menurut pendapat penulis dalam kasus tersebut seharusnya para 

penegak hukum lebih memperhatikan tindak pidana pokok nya terlebih 

dahulu sehingga barang bukti yang seharusnya menjadi objek 

penelitian tidak di salahgunakan atau dihilangkan oleh pihak yang 

bersangkutan dan berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat 

diamankan sebelumnya karna rawan akan pengrusakan barang bukti 

seharusnya kasus jokodriyono bisa pula dijerat dengan tindak pidana 

suap karna sebagai petinggi kekuasaan pasti memiliki peran atau 

terlibat dalam kasus pengaturan skor. 

2. Penegakan hukum harus selaras dengan tujuan pemerintah dalam 

memberantas mengenai kasus mafia bola dari kedua kasus tersebut 

jelas merupakan tindak pidana suap yang notabene adalah program 

yang khusus di tangani dan di cegah oleh pemerintah dalam rangka 

membersihkan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi.sehingga menciptakan iklim persepakbolaan yang memiliki 

integritas yang mampu bersaing dengan negara luar dengan adanya 

satgas mafia bola akan memberikan efek terhadap prestasi dan 

kemajuan persepakbolaan. 
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